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KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 

SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 

KABUPATEN BADUNG 
 

NOMOR 188.4/2854/DLHK 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN, 

 

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; 

  b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat 

ketat dan terbatas; 

  c.  bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon 

Informasi Publik badan publik wajib membuat 

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang 

diambil; 

  d.  bahwa Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Badung telah dilakukan Uji Konsekuensi berdasarkan 

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.4/ 

2853/DLHK; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan          

huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten 

Badung Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kabupaten Badung tentang 

Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1655); 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Kemnetrian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan 

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1029); 

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Peraturan Komisi Informasi tentang Standar 

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 

Nomor 4); 

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017  

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Badung; 

13. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 

tentang Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Kabupaten Badung; 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
 

 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Mangupura  

pada tanggal  29 Agustus 2024 

 

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  

DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG 

SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA, 

 

 

 

Drs. I WAYAN PUJA, M.Si 

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 19641231 199003 1 165 

 
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Bupati Badung, sebagai Laporan. 
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan  

Pemerintah Kabupaten Badung. 
 
 
 
 
 
 
 

 


